
Posyandu Didorong Tekan Angka
Prevalensi Stunting di Bombana
Bombana, SultraNET. | Pj. Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos
bersama  Tim  Penilai  kunjungi  pulau  Kabaena  dalam  rangka  melaksanakan
Program  Penilaian  Lomba  Posyandu,  Kesehatan  Lingkungan  (Kesling)  dan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2023
dalam Program Pokok PKK di Pulau Kabaena, Sabtu (23/9/2023).
Kegiatan penilaian ini dilaksanakan di beberapa desa atau kelurahan di Pulau
Kabaena,  diantaranya  Kelurahan  Teomokole  Kecamatan  Kabaena  dan  Desa
Langkema Kecamatan Kabaena Tengah, dan dihadiri langsung oleh orang nomor
satu di Kabupaten Bombana yang akrab dengan tagline “Jangan Lupa Bahagia,”
Pj. Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si.
Rombongan Pj. Bupati Bombana beserta Ketua TP PKK Kab. Bombana disambut
dengan  hangat  oleh  Pemerintah  Kecamatan,  Pemerintah  Desa  bersama
masyarakat Pulau Kabaena, dengan mempersembahkan tarian adat Kabena yaitu
Tari Lumense pada saat penjemputan.

Pj. Bupati Bombana saat memberikan sambutan

Pj Bupati  Bombana Ir.  H.  Burhanuddin,  M.Si  mengatakan dalam pelaksanaan
lomba Posyandu, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu bagaimana
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dapat  menangani  stunting,  dapat  menangani  Inflasi,  menangani  kemiskinan
ekstrem, dan untuk mewujudkan itu, peran Pengurus PKK di Bombana sangat
diperlukan untuk memberikan edukasi  terhadap masyarakat  tentang stunting,
inflasi maupun kemiskinan ekstrem.
“Peran  Pengurus  PKK  di  kabupaten  Bombana  juga  diperlukan,  walaupun
Pemerintah  Kabupaten  telah  mendapat  salah  satu  nominasi  kabupaten  yang
berhasil menurunkan inflasi, namun kita harus terus menambah prestasi-prestasi
yang membanggakan bagi  Bombana.  Saya mengucapkan terima kasih kepada
semua  pihak  yang  terlibat,  sehingga  Bombana  mampu  menangani  inflasi  di
Kabupaten Bombana,” ungkap H. Burhanuddin.
Pj. Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, .S.Sos menambahkan, bahwa ia
bangga  dan  berterima  kasih  kepada  seluruh  kader  posyandu  se-Kecamatan
Kabaena tingkat Desa dan Kelurahan.
Ia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memupuk rasa semangat kader
posyandu untuk tetap rutin melaksanakan tugas dan kewajibannya, khususnya
dalam menekan angka prevalensi stunting di Bombana.
“Mari  terus  melakukan  inovasi-inovasi  yang  dapat  mendukung  Program
Pemerintah untuk menurunkan angka Stunting agar anak anak kita menjadi anak-
anak yang sehat dan bebas dari stunting.” singkatnya. (Kominfo)

Merasa  Difitnah  Gunakan  Ijazah
Palsu,  Kades  Watukalangkari
Bombana  Tunjukkan  Ijazah
Aslinya. Ancam Lapor Balik
Bombana, SultraNET. |  Kepala Desa Watukalangkari,  Kecamatan Rarowatu,
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sahrir akhirnya angkat bicara
sekaligus  menunjukkan  ijazah  asli  miliknya  menyusul  ramai  pemberitaan  di
beberapa  media  yang  menuding  dirinya  menggunakan  ijazah  palsu  saat
mendaftar sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) hingga terpilih pada Pilkades
serentak Kabupaten Bombana Tahun 2022 lalu.

Kepada sejumlah awak media, Jum’at (22/9/2023) Sahrir menjelaskan tudingan
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bahkan pelaporan di  Polres Bombana tentang dugaan ia menggunakan ijazah
palsu saat mencalonkan diri sebagai Cakades sudah terjadi sejak Maret 2022 lalu
yaitu usai dirinya dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih.

Yang melakukan pelaporan adalah Martinus yang tak lain adalah rivalnya sesama
Calon  Kepala  Desa  peraih  suara  terbanyak  kedua  saat  pelaksaan  Pilkades
serentak tersebut.

Menurut  Syahrir,  usai  dilaporkan  Martinus,  Polres  Bombana  bergerak  cepat
dengan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sekaligus memeriksa fisik ijazah
Sekolah Lanjutan Tingkat  Pertama (SLTP)  yang ia  gunakan untuk mendaftar
Cakades yang dipersoalkan.

“Saya  sudah  diperiksa  termasuk  ijazah  saya  ini  (Sambil  menunjukkan
ijazahnya.red).  Pernah  saya  tanyakan  kembali  ke  penyidiknya,  ia  sampaikan
bahwa laporan Pak  Martinus  belum dilanjutkan karena  kurangnya  alat  bukti
pendukung dari laporannya,” ujar Syahrir.

Kendatipun sudah di laporkan di Polres Bombana dan pelaporannya tidak dapat
dibuktikan, saat itu dirinya tidak melakukan respon apapun terhadap pelapor,
karena  ia  merasa  bahwa  itu  adalah  bagian  dari  dinamika  politik  di  alam
demokrasi modern ini.

Terlebih lagi Pemilihan Kepala Desa telah selesai dan dirinya sudah dinyatakan
sebagai  peraih  suara  terbanyak  setelah  melalui  pemilihan  yang  demokratis
sehingga ia merasa sebagai Kepala Desa terpilih dirinya harus bijaksana tidak
perlu merespon berlebihan pelaporan itu dan ia berkeinginan untuk merangkul
semua calon rivalnya untuk bersama sama membangun Desa Watukalangkari
menjadi desa yang lebih baik.

“Yang lalu itu setelah saya dilaporkan, saya kembali sadari dan saya tidak mau
perpanjang.  Masa  saya  lapor  balik,  biar  bagaimanapun  setelah  saya  terpilih
sebagai Kepala Desa maka pelapor itu adalah warga saya juga. Masa saya mau
lapor wargaku,” ungkap Sahrir

Setelah  berjalan  lebih  dari  setahun  menjabat,  ia  mengaku  terkejut  setelah
sejumlah  awak  media  mendatanginya  untuk  mengkonfirmasi  kembali  tentang
pelaporan dirinya setahun yang lalu terkait dugaan penggunaan ijazah palsu saat
Pilkades yang ia pikir telah selesai.



Untuk itu ia merasa perlu untuk meluruskan, terlebih informasi yang menurutnya
telah menjurus ke fitnah dan pencemaran nama baik dirinya itu telah tersebar
luas di masyarakat melalui beberapa media.

“Banyak keluarga yang menelpon dan beberapa tokoh masyarakat juga datang ke
saya mempertanyakan ini. Mereka tidak terima terhadap fitnah ke saya ini. Tapi
saya berupaya redam biar persoalan ini tidak melebar,” bebernya

Untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat ia menceritakan asal
usul ijazah miliknya yang dilaporkan sebagai ijazah palsu itu. Menurutnya ijazah
miliknya saat ini  merupakan Ijazah kelulusan Tahun 2000 yang ditanda tangani
Kepala  SLTP  Negeri  1  Rumbia  Kabupaten  Buton  saat  itu  (Bombana  adalah
wilayah pemekaran dari Buton pada 2004 lalu.red).

Kendati ditandatangani Kepala SLTPN 1 Rumbia saat itu, namun ia dan banyak
siswa lainnya berstatus Siswa SLTP Terbuka yang mana saat itu ada program
Dinas Pendidikan Buton di Desa Desa yang membuka kelas SLTP Terbuka yang
tujuannya untuk mengurangi  angka putus  sekolah karena saat   itu  akses  ke
sekolah SLTP tidak semudah saat ini sehingga banyak yang memilih berhenti
sekolah setamat Sekolah Dasar. Diadakanlah program ini, namun pelaksanaan
ujian akhirnya di ikutkan serentak di SLTPN 1 Rumbia.

“Kita  belajar  saja  di  Desa  Ladumpi  saat  itu  (Desa  Watukalangkari  adalah
pemekaran dari Desa Ladumpi.red) seingat saya kurang lebih 20 orang, itupun
tidak setiap hari. Hanya 3 kali dalam seminggu kita belajarnya. Tetapi ujiannya
serentak  dan  bersamaan  dengan  siswa  reguler  SLTPN 1  Rumbia  dan  SLTP
Terbuka di sekitar Kecamatan Rumbia dan Rarowatu saat itu, jadi itu rame bukan
satu  kelas  tapi  banyak  kelas  yang  dipakai.  Harus  dicari  nomor  ujian  dan
ruangannya. Jadi tidak benar itu kalau dipisah hanya 8 orang,” ungkap Sahrir



Ijazah Sahrir dan Ijazah Pembanding di tahun kelulusan yang sama

Terkait tidak adanya data lulusan di SLTP 1 Rumbia untuk tahun 2000 (Saat ini
SLTPN 1  Rumbia  telah  berubah  nomenklatur  menjadi  SLTPN 2  Rumbia),  ia
enggan  menanggapi  karena  menurutnya  itu  sudah  terlalu  jauh  dan  diluar
kapasitas serta kepentingannya dan yang pasti adalah saat dirinya mendaftarkan
diri sebagai Cakades ijazahnya telah di sahkan oleh lembaga pendidikan tersebut
dan dinyatakan bahwa salinannya telah sesuai dengan aslinya.

“Yang saya akan persoalkan kalau misalkan ada data ijazah lulusan Tahun 2000 di
SLTP 1 Rumbia dan disitu tidak ada nama saya. Itu pasti akan saya persoalkan
atau ijazah saya tidak diakui dan tidak disahkan di sekolah itu baru saya juga
akan persoalkan. Ini ijazah saya disahkanji. Bagaimana Logika berpikirnya itu,”
candanya.

Untuk itu ia mempersilahkan kepada semua pihak yang meragukan keaslian dan
keabsahan ijazahnya untuk melakukan upaya pembuktian hukum termasuk yang
menginginkan forensik dokumen untuk dilakukan terhadap seluruh ijazah SLTPN
1 Rumbia lulusan Tahun 2000 termasuk ijazah miliknya.

“Hanya  saya  ingatkan  jika  ini  diperpanjang  urusannya,  dan  karena  ini  telah
meresahkan  warga  saya  dan  keluarga  apalagi  jika  mengganggu  pelaksanaan
tugas  saya  selaku  Kepala  Desa,  maka  jangan  salahkan  saya  juga  jika  saya
mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum yang terukur untuk menuntut
keadilan dari fitnah ini dengan melapor balik,” tegas Syahrir

Ditempat yang sama, salah satu lulusan SLTPN 1 Rumbia tahun 2000 yang juga
Warga Desa Watukalangkari. Suharni mengaku geram dengan adanya pelaporan



dugaan ijazah palsu yang dimiliki Kepala Desa Watukalangkari.

Menurutnya jika ijazah Kades Watukalangkari disebut palsu maka ijazah miliknya
juga disebut palsu karena ia tau persis bahwa Kades Watukalangkari Syahrir
bersekolah  dan  bersama  sama  dengan  dirinya  ujian  di  SLTPN 1  Rumbia  di
Kasipute tahun 2000 lalu itu dan memegang ijazah dari tempat yang sama pula.

“Kita lihat sendiri pak itu ijazah saya dengan ijazahnya pak Desa, adakah bedanya
bentuk tulisan dan tanda tangannya, kertasnya juga, hanya punya saya sudah
termakan rayap sedikit, jadi kalau ada yang bilang ujian hanya 8 orang itu salah
pak, saya ingat betul dulu itu ramai karena digabung semua yang sekolah SLTP
Terbuka dari banyak desa dengan siswa betulnya SLTPN 1 Rumbia. Jadi Ramai
dan banyak kelas dipakai ujian,” tegas Suharni.

Ia juga mempertegas bahwa Siswa SLTP Terbuka Rumbia bukan hanya dari Desa
Ladumpi saja namun dibuka di banyak desa karena ia ingat saat itu dipercaya
sebagai  salah  satu  peserta  cerdas  cermat  antar  SLTP  Terbuka  se  Provinsi
Sulawesi Tenggara di Kendari mewakili SLTP Terbuka Rumbia dengan dua siswa
lainnya yang bersal dari Desa Rarowatu dan Desa Tapuahi.

“SLTP Terbuka rumbia  dulu  itu  juara  4  yang juara  satu  dari  SLTP Terbuka
Konda,” bebernya

Kendatipun tahun 2000 itu sama dengan kejadian 23 tahun yang lalu yang sudah
sangat lama, Suharni masih mengingat bahwa dari kurang lebih 20 orang siswa
SLTP Terbuka di Desa Ladumpi namun yang mengikuti ujian hanya 9 orang saja
bukan 8 orang sebagaimana diberitakan lalu, sekaligus mempertegas bahwa yang
memegang ijazah hanya yang mengikuti ujian akhir saja di SLTPN 1 Rumbia.

“Jadi saya ulangi lagi pak, kalau pesoalan bahwa ijazah pak Desa dianggap palsu,
tidak mungkin ijazah saya ini bisa saya pakai sampai saya kuliah dan selesai
sebagai sarjana. Karena kita lihat sendiri bedakah itu ijazah. Manami yang palsu
disitu, kalau memang bisa ada ijazah kalau tidak ujian pasti yang lain juga 20
orang itu ada ijazahnya nah ini kan tidak ada mereka, karena mereka tidak mau
ikut turun ujian di Kasipute,” tegasnya.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Watukalangkari, Hamid turut menyayangkan
adanya pelaporan terhadap kepala Desa terkait dugaan ijazah palsu, ia khawatir
jika ini dibiarkan dapat mengganggu konsentrasi Kepala Desa dalam memimpin



roda pembangunan yang sedang bergeliat di desa Watukalangkari.

Terlebih dengan adanya pernyataan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)  Watukalangkari  Edi  Hasri  di  sejumlah  media  yang   menyebut  bahwa
banyak desakan dari warga Desa yang mempersoalkan ijazah kepala desa yang
diduga palsu. Menurutnya masyarakat Desa Watukalangkari saat ini tidak tau
menahu itu persoalan ijazah mau asli atau palsu yang masyarakat ingin pastikan
adalah Kepala Desa menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang yang
berlaku.

Masyarakat Watukalangkari, Hamid

Selain itu saat pendaftaran Cakades, Ijazah Sahrir telah diperiksa dari tingkat
panitia Desa BPD, hingga tim Pilkades Kabupaten dan dinyatakan sah sehingga
lolos sebagai calon.

“Bukannya saat pendaftaran Calon Kepala Desa itu BPD sendiri yang terima dan
verifikasi berkasnya termasuk ijazahnya dan diperiksa sampai tingkat Kabupaten.
Terus kalau bicara desakan masyarakat itu masyarakat yang mana saja, saya tau



persis yang dorong dorong kasuskan ini hanya sekelompok orang saja yang tidak
puas,” tandasnya.

Hingga berita ini dirilis baik Martinus maupun Ketua BPD Watukalangkari Edi
Hasri belum terkonfirmasi. (IS)

Bupati  H. Ruksamin Perkenalkan
Nilai  Adat  Konasara  Hingga  ke
Luar Negeri
Kendari,  SultraNET.  |  Bupati  Konawe Utara  (Konut),  H.  Ruksamin menjadi
pembicara dalam seminar serantau terkait isu kemasyarakatan, di Universitas
Halu Oleo (UHO) Kendari, Rabu (20/9/2023)

Kegiatan yang diinisiasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UHO Kendari
ini  mengangkat  tema,  transformasi  inovasi  meningkatkan  kesejahteraan  dan
ketahanan masyarakat di era society 5.0.

Selain  menghadikan  Bupati  Konut  sebagai  pembicara,  juga  menghadirkan
Direktur  IPSAS  Malaysia,  Haslinda  Abdullah,  Rektor  Universitas  Abulyatama
Aceh, Agung Efriyo dan Rektor Universitas Teuku Umar, Ishak Hasan.

Dalam  pemaparannya,  Ruksamin  memperkenalkan  nilai-nilai  adat  Kabupaten
Konawe Utara (Konut) yakni Konasara kepada para hadirin, dimana beberapa
diantaranya berasal dari mancanegara.
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Bupati  Konut  H.  Ruksamin  (Kiri)  saat  menyerahkan  Cinderamata  Konasara
kepada para Pemateri Seminar

Dalam momen tersebut Bupati Konut H. Ruksamin juga memberikan cendramata
Konasara yang merupakan simbolisasi dari Kabupaten Konut kepada pembicara
lainnya, seperti Rektor UHO Kendari, Muhammad Zamrun Firihu dan Dekan Fisip
UHO Kendari, Eka Suaib.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa diundang dalam seminar mengenai masalah
isu-isu  serantau.  Begitu  bersyukurnya  saya  di  momen ini,  kita  bisa  pertama
sejajar dengan para profesor, rektor-rektor semua. Itu suatu kebanggaan,” kata
Ruksamin saat ditemui usai menjadi pembicara dalam seminar tersebut.

Ruksamin mengatakan, bahwa dalam giat tersebut ia tak ingin menyia-nyiakan
kesempatan untuk memperkenalkan nilai-nilai adat dari Kabupaten Konut.



“Saya juga tidak lupa bahwa nilai-nilai adat yang dari Konawe Utara yang saya
titip sudah sampai di Malaysia, Konasara itu sudah sampai disana, saya bagikan
kepada  mereka  semua  sekaligus  saya  sampaikan  pesannya  Konasara  apa,”
ujarnya.

Sementara itu, Rektor UHO Kendari,  Muhammad Zamrun Firihu mengatakan,
seminar tersebut membahas tentang isu-isu komunitas terkait kesejahteraan di
Indonesia maupun Malaysia.

“Tujuannya  agar  wawasan mahasiswa dan pola  pikirnya  bisa  segera  terbuka
untuk melihat pendidikan dan dunia penelitian, melalui informasi yang diberikan
dari  berbagai  narasumber  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  Malaysia,”
pungkasnya.

Sementara itu, Dekan Fisip UHO Kendari, Eka Suaib mengatakan, tindak lanjut
dari  kegiatan  seminar  ini  yakni  melakukan  pertemuan  di  Universitas  Putra
Malaysia, sebagai kelanjutan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun ini.

Peserta Seminar Serantau di Universitas Halu Oleo Kendari



Diungkapkan,  pada  22  September  2023  mendatang,  akan  ada  kolaborasi
pengabdian  internasional  antara  beberapa  perguruan  tinggi  Indonesia  dan
perguruan  tinggi  Malaysia.

“Untuk lokasi pengabdian internasionalnya berada di Tapulaga,” katanya.

Pengabdian internasional ini akan membahas terkait pembangunan pariwisata,
karena berdasarkan hasil diskusi, kekayaan SDM itu tidak bisa diandalkan untuk
kemajuan  pembangunan,  namun  harus  didorong  dengan  pembangunan
pariwisatanya.

“Kita mendorong masyarakat agar masyarakat yang berada di dalam kawasan
pariwisata,  dapat  berpartisipasi  dalam  pembangunan  pariwisata,  sehingga
hasilnya  akan  menjadi  lebih  baik,”  tutupnya  (S)

Wakil Bupati Buton Utara Pimpin
Apel Konsolidasi Satpol PP
Butur, SultraNET. | Wakil Bupati Buton Utara Ahali, SH., MH., didampingi Plt.
Kasatpol PP La Niguntu, S.Ag., memimpin Apel Konsolidasi Kesiapan Satpol PP
Buton  Utara  dalam  melaksanakan  tugas.  berlangsung  di  Halaman  Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur). Kamis, 21 September 2023

Dalam arahannya Wakil Bupati Ahali menegaskan beberapa hal kepada jajaran
Satpol PP, diantaranya terkait optimalisasi pelaksanaan tugas.

“Kalau pada dasarnya tidak memahami tugas dan fungsi  (tupoksi),  suda bisa
dipastikan yang bersangkutan akan sulit  dalam melaksanakan tugas”. Ungkap
Wakil Bupati Butur.

Harapannya, setiap personil mulai dari level pimpinan sampai dengan bawahan
dalam menjalankan tugas harus memahami betul topoksinya agar tidak terjadi
kesulitan dalam bertugas
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Selanjutnya,  kepada  petugas  piket  agar  menyediakan  buku  mutasi  untuk
digunakan  sebagai  alat  kontrol.

Menurutnya,  penulisan  buku  mutasi  piket  jaga  digunakan  sebagai  sarana
pengawasan melekat dalam memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
setiap personilnya, dan setiap hari dilakukan pengecekan sehubungan kejadian
1×24 jam.

Personil Satpol-PP dan Damkar

Lebih lanjut Ahali menegaskan agar melaksanakan tugas dengan baik dan benar
tanpa  ada  tekanan,  serta  selalu  mengedepankan  etika,  mulai  dari  bersikap,
bertutur kata dan berpakaian.

Terakhir,  Dirinya  memerintahkan  kepada  Komandan  Satpol  PP  untuk
mengevaluasi  personilnya  di  mulai  dari  sekarang.

“Mulai saat ini tegaskan kedisiplinan kepada anggota, masing-masing pimpinan
berikan keteladanan kepada anggota,  mulai  cara berpakaian,  cara ber bicara
yang  beretika  dan  setiap  pelanggaran  ada  tindakan  tegas”.  Tutup  Ahali.
(Kominfo)



Paparkan  Budaya  dan  Pariwisata
Konut,  Bupati  H.Ruksamin  Tuai
Pujian  dari  Rektor  Univ.  Teuku
Umar
Kendari, SultraNET. | Bupati Konawe Utara (Konut), Dr. Ir. H. Ruksamin, ST.,
M.Si., IPU., ASEAN. Eng, menuai pujian dari ektor Universitas Teuku Umar, Ishak
Ashan saat menjadi pembicara pada kegiatan yang di inisiasi oleh Fakultas Ilmu
Sosial  dan  Ilmu  Politik  (Fisip)  Universitas  Halu  Oleo  (UHO)  Kendari,  Rabu
(20/09/2023).

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Direktur IPSAS Malaysia yakni Haslinda
Abdullah,  Rektor  Universitas  Abulyatama  Aceh  Agung  Efriyo  dan  Rektor
Universitas Teuku Umar, Ishak Ashan, yang seluruhnya berkumpul dalam seminar
serantau  terkait  isu  kemasyarakatan,  dengan mengangkat  tema,  transformasi
inovasi meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat di era society 5.0.

Saat menjadi pembicara H. Ruksamin turut memperkenalkan nilai-nilai adat dari
Kabupaten  Konut  berupa  Konasara  yang  telah  diperkenalkan  hingga  ke
mancanegara.
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Bupati Konut, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng (Berbaju Putih)
saat menjadi pembicara Seminar Serantau di UHO

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa diundang dalam seminar mengenai masalah
isu-isu  Serantau.  Begitu  bersyukurnya  saya  di  momen  ini,  kita  bisa  duduk
bersama dengan  para  profesor,  rektor-rektor  semua.  Itu  suatu  kebanggaan,”
ungkap H. Ruksamin

“Saya juga tidak lupa bahwa nilai-nilai adat yang dari Konawe Utara yang saya
titip sudah sampai di Malaysia, Konasara itu sudah sampai disana, saya bagikan
kepada  mereka  semua  sekaligus  saya  sampaikan  pesannya  Konasara  apa,”
ujarnya.

Sebagai  pimpinan tertinggi  di  Konawe Utara,  H.  Ruksamin berharap dengan
adanya forum seperti ini, selain dapat mengenalkan budaya di Konawe Utara,
juga dapat meningkatkan minat masyarakat luar untuk datang langsung melihat
kekayaan budaya dan pariwisata yang dimiliki Konawe Utara.

Sementara itu,  Rektor Teuku Umar, Dr.  Ishak Ashan saat menjadi pembicara
memberikan pujian Kepada Bupati Konawe Utara 2 Periode H. Ruksamin.

“  Pak  Bupati  Konut  Ruksamin  ini  adalah  bupati  yang  sangat  berenergik,”
ungkapnya.



Bukan tanpa alasan Dr. Ishak Ashan memberikan pujian kepada Bupati Konut
Ruksamin.  Pasalnya,  dalam  menyajikan  paparan  materi  yang  ia  bawakan,
Ruksamin  begitu  menggebu-nggebu  dan  sangat  detail  menjelaskan  mengenai
paradoks yang sedang dihadapi Sultra, Indonesia dan dunia pada umumnya di
tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya dalam momen tersebut Bupati Konut H. Ruksamin juga memberikan
cendramata Konasara yang merupakan simbolisasi dari Kabupaten Konut kepada
pembicara lainnya, diantaranya Rektor UHO Kendari, Muhammad Zamrun Firihu
dan Dekan Fisip UHO Kendari, Eka Suaib. (S)

Bangun  Kemitraan  Strategis,
Pemkab Konut Teken MoU dengan
BRSDM  Kementerian  Kelautan
dan Perikanan RI
Surabaya,  SultraNET.  |  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Utara  (Konut)
menghadiri undangan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan
Sumber  Daya  Manusia  (BRSDM)  Kelautan  dan  Perikanan  dalam  rangka
melakukan  penandatanganan  Nota  Kesepakatan  antara  BRSDM  dengan
Kabupaten  Konawe  Utara  tentang  Sinergi  Perencanaan  dan  Pelaksanaan
Pembangunan  serta  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kelautan  dan
Perikanan  di  Kabupaten  Konawe  Utara.  Selasa  (19/09/2023)

Bupati  Konawe  Utara  Dr.  Ir.  H.  Ruksamin,  ST.,  M.Si.,  IPU.,  ASEAN.Eng
didampingi  Sekertaris  Daerah  Drs.  H.  M.  Kasim Pagala,  M.Si  bersama-sama
menghadiri  acara yang dilaksanakan di  Sheraton Surabaya Hotel  and Towers
tersebut.

Dalam sambutannya,  H.  Ruksamin menjelaskan bahwa penandatanganan nota
kesepakatan ini  sejalan  dengan misi  3  Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
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untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  dan  nilai  tambah  dalam  pengelolaan
sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi, dimana yang menjadi
sasaran  pertama  yaitu  meningkatnya  pertumbuhan  sektor  –  sektor  unggulan
daerah.

“Strategi  yang dilakukan yaitu  dengan meningkatkan produktivitas  perikanan
melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana,
dan pengembangan pola kemitraan,” ujar H. Ruksamin.

Bupati  Konawe Utara Dr.  Ir.  H. Ruksamin,  ST.,  M.Si.,  IPU.,  ASEAN.Eng saat
menandatangani MoU dengan BRSDM Kementrian Kelautan dan Perikanan RI

Bupati  Konut  dua  periode  itu  menyebut,  Kabupaten  Konawe  Utara  dengan
panjang garis  pantai  sebesar 175,9 Km, dengan wilayah perairan laut  seluas
±11.960 Km² (10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara), menjadikan
Kabupaten yang berdiri  26 tahun yang lalu ini  sangat berpontensi  di  bidang
kelautan dan perikanan.

Untuk diketahui,  pada sektor  perikanan di  Konawe Utara,  hasil  tangkap dan



budidaya perikanan sangat melimpah. Konawe Utara cukup kaya dengan sumber
daya perikanan tangkap, dengan rata-rata capaian perikanan tangkap sebesar
6,01% dari PDRB Kabupaten Konawe Utara.

Sementara itu, Perikanan Budidaya juga merupakan program unggulan Konawe
Utara. Jenis perikanan yang dibudidayakan antara lain udang windu, kepiting,
ikan mas, ikan lele, ikan mujair serta masih banyak lagi.

“Kabupaten Konawe Utara dianugerahkan kekayaan yang melimpah oleh Allah
SWT. Jadi sudah seharusnya sektor-sektor unggulan ini dikelola dengan sumber
daya  manusia  yang  mumpuni  sehingga  dapat  dimanfaatkan  sebesar-besarnya
untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Konawe  Utara,”  tegas  H.
Ruksamin.

Bupati  Konawe Utara Dr.  Ir.  H. Ruksamin,  ST.,  M.Si.,  IPU.,  ASEAN.Eng saat
menghadiri  penandatanganan MoU dengan BRSDM Kementrian Kelautan dan
Perikanan RI

Ia memastikan Pemerintah Daerah berkonsentrasi penuh dalam pengelolaan dan



peningkatan produksi perikanan yang ada agar peningkatan ekonomi masyarakat
dapat tercapai sejalan dengan visi Konawe Utara lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara I Nyoman
Radiarta selaku Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan sebagai Pihak I, dan H. Ruksamin selaku Bupati Konawe Utara sebagai
Pihak  II,  yang  mempunyai  komitmen  dan  kepentingan  bersama  dilandasi
kemampuan  untuk  bersama-sama  melakukan  sinergi  dalam perencanaan  dan
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan
dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  SDM dan  perekonomian  masyarakat  di
Konawe Utara. (S)

Kadis  Kominfo  Sultra  bersama
Tim  Lakukan  Penilaian
Kompetensi KIM Graha Asri Kota
Kendari
Kendari,  SultraNET.  |  Kepala  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi
Sulawesi Tenggara (Kadis Kominfo Sultra), Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.Si
dan bersama Tim Penilai kompetensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Prov.
Sultra melakukan penilaian di KIM Graha Asri Kelurahan Watulondo, Kecamatan
Puuwatu Kota Kendari, Senin, 18 September 2023.

Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Penilaian KIM tingkat Prov. Sultra, Sekdis
Kominfo Sultra,  Kabid IKP Sultra,  Kabid Data Center  Sultra,  Pranata Humas
Sultra, Pranata Komputer Sultra, Kadis Kominfo Kota Kendari, Sekdis Kominfo
Kota Kendari, Lurah Watulondo, Mewakili Camat Puuwatu dan pejabat terkait

Sebelum  memulai  kegiatan  tersebut  Tim  menyaksikan  persembahan  tarian
mondotambe dari anak-anak dari TK. Graha Asri dan pengalungan kain Sultra
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oleh salah satu anak dari TK. Graha Asri kepada Kadis Kominfo Sultra sebagai
tanda Selamat Datang

Persembahan tarian mondotambe dari anak-anak dari TK. Graha Asri

Sambutan Kadis Kominfo Kota Kendari, Nisnawati, menyampaikan bahwa dalam
rangka kegiatan penilaian KIM tingkat Prov. Sultra tahun 2023, selaku Kadis
Kominfo  Kota  Kendari  sebagai  mitra  KIM  Graha  Asri  Kec.  Puuwatu  kami
mengucapkan  selamat  datang  kepada  seluruh  tim  penilai  yang  telah  hadir
didampingi Kadis Kominfo Prov. Sultra, semoga mudah-mudahan Kota Kendari
keluar menjadi Juara 1

Lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo RI nomor 08 tahun 2010 tentang
pedoman  pengembangan  dan  pemberdayaan  lembaga  Komunikasi  Sosial
mengatakan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok jenis
lainnya adalah kelompok yang di bentuk dari masyarakat yang secara mandiri dan
kreatif, melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam
rangka meningkatkan nilai tambah



Kadis Kominfo Kota Kendari, Nisnawati

Ia  melaporkan  kepada  Tim bahwa  di  Kota  Kendari  sejak  tahun  2017  sudah
terbentuk  sebanyak  10  KIM yang  terletak  di  2  (dua)  Kecamatan  yaitu  Kec.
Puuwatu dan Kec. Nambo dan KIM Graha Asri Kec. Puuwatu terpilih mewakili
Kota Kendari dalam kompetisi tingkat Prov. Sultra tentu sudah melalui proses
penilaian antara  10 KIM yang dinilai bahwa KIM Graha Asri ini layak untuk
mewakili Pemerintah Kota Kendari, sehingga nantinya bisa mewakili Prov. Sultra,
sekiranya ditunjuk perwakilan dari Prov. Sultra. kata Kadis Kominfo Kota Kendari

“Saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh Tim Graha Asri yang begitu
antusias  dalam  membantu  Pemerintah  Kota  Kendari  melakukan  penyebaran
informasi dan pembinaan kemasyarakatan agar bijak dalam berkomunikasi dalam
mengembangkan  usaha  UMKM  sehingga  potensi  lokal  bisa  memiliki  nilai
ekonomi.  Saya  sangat  berharap  kegiatan  bisa  dilakukan  setiap  tahunnya,
sehingga  bisa  memberikan  motivasi  bagi  kelompok  KIM  yang  ada   untuk
memperkuat  keberadaan  mereka  sebagai  mitra  Pemerintah  dalam
mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah” ungkap Nisnawati

Sambutan Ketua Tim Kompetisi diwakili Kadis Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan
Badallah, S.Pd., MM, bahwa baru tahun ini kompetisi KIM dilaksanakan sehingga



teman  Tim  Sekretariat  sudah  mendata  5  (lima)  Kab/Kota  yang  siap  secara
administrasi  dalam  melakukan  penilaian  yaitu  Kota  Kendari,  Kota  Bau-bau,
Konawe, Koltim dan Kolaka dari 17 Kab/Kota. KIM juga sebetulnya sebagai garda
terdepan untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan  masyarakat serta
dibuka secara resmi penilaian KIM tingkat Prov. Sultra di KIM Graha Asri

Kadis Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.Si saat menyampaikan
sambutannya

Dilanjutkan  dengan  prestasi  dan  paparan  dari  Ketua  Kim  Graha  Asri  yang
disaksikan langsung Tim penilai tingkat Prov. Sultra, Sekretariat Kominfo Sultra
dan pejabat terkait sehingga yang akan dinilai dari  UMKM, Pariwisata, Pertanian
yang terdiri dari perkebunan, perikanan dan peternakan. Selesai paparan para
tim penilai akan mengajukan pertanyaan kepada pengurus atau KIM Graha Asri
Watulondo

Kemudian, para tim penilai dan pejabat terkait akan mengunjungi pabrik kue
baruasa yang beralamat lorong dangga no.7 (sebelum membiri  puuwatu kota
Kendari, Sulawesi Tenggara) melihat produksi pembuatan kue baruasa. Tutupnya
(KInfo)



Sukses  Tangani  Inflasi,  Konawe
Utara  Terima Insentif  Fiskal  Rp.
9,7 Milyar
Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi
Sulawesi Tenggara dinilai sukses mengendalikan inflasi di daerahnya sehingga
Pemerintah  Pusat  melalui  Kementrian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia
mengumumkan bahwa daerah yang dipimpin Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU.,
ASEAN.  Eng  sebagai  bupati  itu  mendapatkan  Insentif  Fiskal  sebesar  Rp
9.769.785.000.

Pemberian insentif fiskal itu termuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan
Republik  Indonesia  Nomor  336  Tahun 2023  tentang  Rincian  Alokasi  Insentif
Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka
Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengumuman disampaikan oleh Kementrian Dalam Negeri  Republik Indonesia
saat melaksanakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan melalui zoom meeting
bersama Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Senin (18/9/2023)

Dalam rapat  koordinasi  tersebut,  Menteri  Dalam Negeri  mengumumkan  ada
beberapa daerah yang dinilai  baik  dalam penanganan inflasi,  salah  satu  nya
Kabupaten Konawe Utara.

Dibawah  kepemimpinan  Dr.  Ir.  H.  Ruksamin,  ST.,  M.Si.,  IPU.,  ASEAN.  Eng,
Konawe Utara hadir dengan berbagai macam program diantaranya P2KP dan
Pasar Murah berhasil  mengintervensi harga bahan pangan di Konut sehingga
dapat terhindar dari inflasi.
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Rincian Penerima Insentif Fiskal seluruh Indonesia

H. Ruksamin selaku pimpinan tertinggi di Konawe Utara mengaku bangga dengan
capaian ini dan akan menjadikan pengahargaan ini sebagai pelecut untuk terus
berbuat  dalam  memberikan  pelayanan  terbaik  dalam  upaya  meningkatkan
kesejahteraan  bagi  masyarakat  Konawe  Utara.

“Penghargaan  ini  sebagai  pelecut  untuk  terus  berbuat  dalam  memberikan
pelayanan  terbaik  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Konawe  Utara,”  tegas
Bupati Konut dua periode itu.

Untuk  diketahui,  Konawe  Utara  merupakan  1  dari  30  Kabupaten  Kota  dari
seluruh Indonesia yang menerima Insentif Fiskal dari Kemetrian Keuangan. (S)

PWI  Konsel  Dikukuhkan,  Bupati
Surunuddin Harap Informasi yang
Independen dan Mencerdaskan
Konsel, SultraNET. | Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten
Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)  periode 2023 –
2026 Resmi dikukuhkan oleh Ketua PWI Sultra, Sarjono,.S.Sos.,M.Ap di Ballroom
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Wonua Monapa, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konsel. Senin 18/9/2023.

Bupati  Konawe  Selatan  H  Surunuddin  Dangga  ST  MM dalam sambutannya,
pihaknya sangat  mendukung dengan terbentuk pengurus PWI Konsel,  karena
organisasi-organisasi  ini  bisa  menjadi  mitra  pemerintah  dalam  mendorong
pembangunan.

“Dengan terbentuk pengurus PWI Konsel ini, bisa memberikan peran informasi
yang baik, independen dan mencerdaskan putera-puteri di Konsel,” ucap Bupati
Konsel dua periode itu.

Pengukuhan PWI Konsel

Sementara itu, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo mengucapkan, kehadiran PWI
Konsel ini dapat bersinergi dan berkontribusi dalam membangun daerah.

“Yang dilantik ini, kita sudah bersama sekitar 20 tahun lamanya, diharapkan bisa
menambah  semangat  bertugas  dan  menjadi  mitra  strategis  Pemkab
Konsel,”ujarnya.



Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo

Sementara  itu  Ketua  PWI Sultra  Sarjono  menyampaikan,  keberadaan PWI di
Konsel  di  harapkan  bisa  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  dalam hal
penyampaian informasi yang sehat dan menyehatkan.

“di era sekarang ini jaman Globalisasi dimana adanya berita yang sering menerpa
kita banyak hal yang kita dibuat bingung dimana munculnya media sosial yang
terkadang banyak yang tak jelas kebenarannya bahkan bentuknya hoax”, ujar
Sarjono

Sehingga dalam memilah berita, sambungnya, tentunya harus teliti  dalam hal
melihat dan menilai berita, tentunya hal ini perlu diketahui apa dan bagaimana
syaratnya media yang jelas badan hukumnya dan diakui oleh Dewan Pers.

“profesionalisme Wartawan tentunya diutamakan pula dalam hal pemuatan berita
sehingga wartawan yang bergabung di PWI tentunya sudah melalui  verifikasi
syarat  dan  aturan  yang  ditetapkan  dalam  aturan  organisasi  PWI  sehingga
tentunya  diharapkan  bisa  menjaga  marwah  organisasi  sebaik-baiknya”,tegas
Ketua  PWI  Sultra

Terakhir  Sarjono berharap kepada Bupati  dan Pemerintah Konsel,  DPRD dan



semua anggota untuk tetap menjalin kerjasama baik dengan PWI Konsel dalam
hal kemitraan dalam kegiatan pemberitaan dalam mengangkat dan menjaga nama
baik daerah kita Konsel.

Untuk diketahui kegiatan tersebut dihadiri Ketua Koni Konsel Adi Jaya Putra,
Ketua KNPI Sultra Muh. Amsar, KPU Konsel, pengurus PWI Sultra dan pimpinan
OPD  Lingkup  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  Selatan  serta  para
undangan  lainnya.

Pemkab  Bombana  dan  BPK-RI
Sosialisasi Pengawasan Dana Desa
Bombana, SultraNET. | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-
RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar Sosialisasi Optimalisasi Peran,
Tugas  dan  Fungsi  BPK  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  Pengawasan
Pengelolaan  Dana  Desa  yang  dihadiri  langsung  oleh  Kepala  BPK Perwakilan
Sultra Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE., CA., CSFA dan Anggota Komisi XI
DPR RI Bahtera, S.PWK. bertempat di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana.
Jumat (15/09/2023)

Kegiatan  ini  digelar  menindaklanjuti  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
(Permendagri)  RI  No.  20 Tahun 2018 tentang tentang pengelolaan keuangan
desa,  bahwa  keuangan  desa  itu  dikelola  berdasarkan  atas  asas  transparan,
akuntabel, partisipatif serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengawasan pengelolaan keuangan
desa sesuai  dengan yang ditetapkan dalam Permendagri  No.  73 Tahun 2020
Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu, DPR RI bersama
BPK  RI  senantiasa  mengawal  pengelolaan  keuangan  desa  khususnya  di
Kabupaten  Bombana.

Dengan  jumlah  desa  yang  cukup  banyak  di  Kabupaten  Bombana,  menjadi
perhatian  Pemerintah  Daerah  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa.
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Anggaran dana desa di Bombana senilai Rp. 94.867.091.000 telah tersalurkan
sejumlah  Rp.53.960.943.967  pada  tahap  I,  di  tahap  II  dengan  persentase
penyerapan  sebesar  56,88  persen.

Dalam  sambutannya,  Sekda  Bombana  mengatakan  dari  serapan  anggaran
tersebut, masih juga terdapat laporan masyarakat terkait pengelolaan dana desa.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bombana mengajak seluruh Kepala Desa
di Bombana untuk turut serta berpartisipasi dan meningkatkan sinergitas dengan
Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengatasi permasalah yang ada dalam
pengelolaan dana desa.

“Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita bersama, terkait harapan kita
dalam mewujudkan  proses  administrasi  pertanggungjawaban  dana  desa  yang
cepat, akurat dan akuntabel di Kabupaten Bombana” jelas Sekda Man Arfa. (Adv)


